
 

 

 

 

GUBERNUR JAMBI 
 

PERATURAN GUBERNUR JAMBI 
NOMOR 2 TAHUN 2026 

 
 

TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAMBI 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2026 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; 

   

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 ; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4210); 

  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);   

 
 
 
 
 
 



 
 
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang 
Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4502) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);  

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 
tentang Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041);    

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 106);  

 
 



 
 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan 
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);    

  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 565);    

  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 
2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 
2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 
Nomor 727); 

  21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6     Tahun 
2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Nomor 31). 

   
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2026. 

   

Pasal 1  
 
Dalam Peraturan Gubernur Jambi ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Jambi. 
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Gubernur adalah Gubernur Jambi. 
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jambi. 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 

7. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 

8. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah 
pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan 
kendaraan bermotor. 

9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor 
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau 
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan 
atau pemasukan kedalam badan usaha. 

10. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat 
PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan 
bermotor. 

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

12. Pembiayaan  Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik 
pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun 
anggaran berikutnya. 

13. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA 
adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran 
selama satu periode anggaran. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pasal 2  
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan 
Daerah. 
 

Pasal 3  
 
Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan 
sebesar Rp3.758.132.296.796,00, yang bersumber dari: 
a. pendapatan asli daerah; 
b. pendapatan transfer; dan 
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah. 
 

Pasal 4  
 

(1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.945.387.781.796,00  yang 
terdiri atas: 
a. pajak daerah; 
b. retribusi daerah; 
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan 
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
direncanakan sebesar Rp1.582.390.148.213,00, terdiri atas : 
a. PKB; 
b. BBNKB; 
c. PBBKB;  
d. pajak air permukaan;  
e. pajak rokok; dan 
f. pajak alat berat. 

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
direncanakan sebesar Rp224.728.531.000,00, terdiri atas : 
a. retribusi jasa umum; 
b. retribusi jasa usaha; dan 
c. retribusi perizinan tertentu. 

(4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 
Rp111.298.602.842,00, merupakan bagian laba yang dibagikan 
kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas penyertaan modal pada 
BUMN. 

(5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp26.970.499.741,00, 
terdiri atas : 
a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan; 
b. jasa giro; 
c. pendapatan bunga; 
d. penerimaan atas tuntutan ganti rugi keuangan daerah; 
e. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; dan 
f. pendapatan BLUD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pasal 5  

 
(1) PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a 

direncanakan sebesar Rp507.020.920.893,00 terdiri atas: 
a. PKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp294.939.829.520,00; 
b. PKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.904.387.602,00; 
c. PKB-mobil barang/beban-pick up sebesar Rp110.504.408.615,00; 
d. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar 

Rp99.672.295.156,00; dan 
e. PKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air Rp0.  

(2)BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b 
direncanakan sebesar Rp248.558.766.517,00, terdiri atas: 
a. BBNKB-mobil penumpang-sedan sebesar Rp90.814.288.018,00; 
b. BBNKB-mobil bus-microbus sebesar Rp1.298.602.053,00; 
c. BBNKB-mobil barang/beban-pick up sebesar 

Rp37.789.886.333,00; 
d. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebesar 

Rp118.655.990.113,00;  
(3)PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 

direncanakan sebesar Rp519.118.805.920,00, terdiri atas: 
a. PBBKB-bahan bakar bensin sebesar Rp232.694.777.782,00;  
b. PBBKB-bahan bakar solar sebesar Rp282.276.642.541,00;dan 
c. PBBKB-bahan bakar lainnya sebesar Rp4.147.385.597,00. 

 
Pasal 6  

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar 
Rp3.843.662.374.728,00 yang terdiri atas: 
a. belanja operasi; 
b. belanja modal; 
c. belanja tidak terduga; dan 
d. belanja transfer. 

Pasal 7  
 
Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 
direncanakan sebesar Rp2.858.006.247.489,99 yang terdiri atas: 
a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp1.641.225.817.811,90; 
b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar 

Rp1.135.377.824.862,09; 
c. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp1.840.000.000,00; 
d. belanja hibah  direncanakan sebesar Rp79.562.604.816,00; dan 
e. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp0. 
 

Pasal 8  
 
Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7     huruf 
a direncanakan sebesar Rp1.641.225.817.811,90  terdiri atas: 
a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp861.071.017.318,40; 
b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar 

Rp731.662.774.182,50; 
c. gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar 

Rp36.183.386.960,00; 
d. gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp501.879.102,00;  
e. penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan 

sebesar Rp3.218.821.209,00; dan 
f. Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp8.587.939.040,00, 
 
 
 



Pasal 9  
 

(1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
huruf a direncanakan sebesar Rp861.071.017.318,40, terdiri atas: 
a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp633.545.189.107,77; 
b. tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar 

Rp61.424.179.630,41; 
c. tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar 

Rp10.453.683.002,83; 
d. tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar 

Rp50.857.489.968,30; 
e. tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar 

Rp6.788.709.785,26; 
f. tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp34.645.151.179,30; 
g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar 

Rp4.900.287.452,18; 
h. pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp12.541.916,26; 
i. iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar 

Rp50.589.189.030,76; 
j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar 

Rp1.399.097.525,61;  
k. iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar 

Rp4.048.051.104,50; dan 
l. iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN sebesar 

Rp2.407.447.615,22 
(2) Anggaran tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp731.662.774.182,50, terdiri 
atas: 
a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan 

sebesar Rp120.213.766.963,51; 
b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN 

direncanakan sebesar Rp 65.406.484,00;  
c. tambahan penghasilan berdasarkan  kondisi kerja ASN sebesar 

Rp44.651.811.916,02; 
d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN 

sebesar Rp226.119.327,84; dan 
e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebesar 

Rp260.185.555.406,13; dan 
f. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 

ASN sebesar Rp306.320.114.085,00, yang antara lain diuraikan: 
1) insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah direncanakan 

sebesar Rp38.159.627.529,00; dan 
2) insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi daerah 

direncanakan sebesar Rp176.372.556,00, 
(3) Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 huruf d direncanakan sebesar Rp36.183.386.960,00, terdiri 
atas: 
a. uang representasi DPRD direncanakan sebesar 

Rp1.749.300.000,00; 
 
 
 
 



b. tunjangan keluarga DPRD direncanakan sebesar 
Rp257.265.736,00; 

c. tunjangan beras DPRD direncanakan sebesar Rp176.867.736,00; 
d. uang paket DPRD direncanakan sebesar Rp154.236.072,00; 
e. tunjangan jabatan DPRD direncanakan sebesar 

Rp2.536.485.000,00; 
f. tunjangan alat kelengkapan DPRD direncanakan sebesar 

Rp220.557.720,00; 
g. tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD direncanakan sebesar 

Rp0; 
h. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD 

direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00; 
i. tunjangan reses DPRD direncanakan sebesar Rp2.475.000.000,00; 
j. tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD 

direncanakan sebesar Rp6.936.874.696,00; 
k. tunjangan transportasi DPRD direncanakan sebesar 

Rp11.566.800.000,00; dan 
l. uang jasa pengabdian DPRD direncanakan sebesar 

Rp150.000.000,00.  
(4) Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 huruf e direncanakan sebesar Rp501.879.102,00 terdiri 
atas: 
a. gaji pokok KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp294.324.539,04; 
b. tunjangan keluarga KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp13.808.718,00; 
c. tunjangan jabatan KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp142.800.000,00; 
d. tunjangan beras KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp19.888.608,00; 
e. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH direncanakan 

sebesar Rp19.106.304,00; 
f. pembulatan gaji KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp10.485,96; 
g. iuran jaminan kesehatan KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp10.824.915,00; 
h. iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp515.676,00; dan 
i. Iuran jaminan kematian KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp599.856,00.  
(5) Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f, terdiri atas: 
a. dana operasional pimpinan DPRD direncanakan sebesar 

Rp360.000.000,00; dan 
b. dana operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar 

Rp2.858.821.209,00. 
Pasal 10  

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas: 
a. penerimaan pembiayaan; dan 
b. pengeluaran pembiayaan. 

Pasal 11  
(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10 huruf a, bersumber dari SiLPA  tahun anggaran sebelumnya 
direncanakan sebesar Rp85.677.180.011,00. 

(2) Anggaran SiLPA tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas: 
a. pelampauan penerimaan PAD direncanakan sebesar Rp0; 
b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebesar Rp0; dan 
c. penghematan belanja direncanakan sebesar Rp85.677.180.011,00. 

 
 
 



(3) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada  
ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp0, yang merupakan 
pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah. 
 

(4) Anggaran pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan Rp0 yang merupakan 
pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah 
pusat.  

 
(5) Anggaran penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c direncanakan sebesar Rp85.677.180.011,00, yang terdiri atas 
penghematan belanja-belanja operasi 

 
Pasal 12  

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp147.102.079,00, terdiri atas 
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo direncanakan 
sebesar Rp147.102.079,00 

(2) Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp0 yang merupakan Penyertaan 
Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

(3) Anggaran pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 
Rp147.102.079,00 yang merupakan pembayaran pinjaman dari 
lembaga keuangan bukan bank. 

 
Pasal 13  

(1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran 
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar 
Rp85.530.077.932,00. 

(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan 
terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 
Rp85.530.077.932,00. 

 
Pasal 14  

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian  tidak terpisahkan 
dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari: 
a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi 

menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; 

b. Lampiran II  Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, 
Belanja, dan Pembiayaan; 

c. Lampiran III    Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Hibah; 

d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Sosial; 

e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat 
khusus; 

f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran 
belanja bagi hasil; 

 

 



g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus menurut Urusan 
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, 
Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian 
Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan 
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan 
Gas Bumi menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, 
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur menurut 
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, 
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan 
Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 
dan 

j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah 
Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan  
Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan 
Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan 
Program Prioritas Perbatasan Negara. 

Pasal 15  
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 
 

Pasal 16  
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan 
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

Pasal 17  
Peraturan Gubernur Jambi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Gubernur Jambi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Provinsi Jambi. 
 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal 12 Januari 2026 
 GUBERNUR JAMBI, 

 

 

 H. AL HARIS 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal 12 Januari 2026 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 

 

  

H. SUDIRMAN 
  

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2026 NOMOR 2 
 

ttd 

ttd 

      Salinan sesuai dengan aslinya 
 Plt. Kepala Biro Hukum, 
 

         
 
 

       M. Ali Zaini, SH, MH 
       Pembina Utama Muda (IV/c) 
       NIP. 19730729 200012 1 002   
 


